
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1073, 2017 KPK. Klasifikasi Keamanan. Akses Arsip 

Dinamis.Pedoman.  
 

PERATURAN 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 07 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PIMPINAN K0MISI PEMBERANTASAN K0RUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip 

oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan dalam rangka 

memberikan perlindungan dan pengamanan informasi 

arsip dinamismaka perlu disusun peraturan yang 

mengatur tentang Pedoman Klasifikasi Keamanan dan 

Pembatasan Akses terhadapArsip Dinamis di Lingkungan 

Komisi Pemberantasan Korupsi; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi 

Pemberantasan Korupsi;   

 

Mengingat  :       1.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

www.peraturan.go.id



2017, No.1073 -2- 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5698); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG 

PEDOMAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP 

DINAMIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN 

KORUPSI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:  

1.   Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2.   Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip 

KPK. 

3.   Arsip KPK yang selanjutnya disebut arsip adalah 

rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi  

informasi  dan  komunikasi yang  dibuat  dan  diterima  

oleh  lembaga  negara,  pemerintahan  daerah, lembaga  

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam  pelaksanaan  

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

4.   Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 

selama jangka waktu. 

5.   Unit Pengolah adalah unit kerja pada KPK yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua 

arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di 

lingkungannya. 

6.   Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan. 

7.   Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan 
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sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan 

pemanfaatan arsip. 

8.   Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian 

pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip 

untuk mempermudah pemanfaatan arsip. 

9.   Pengamanan Arsip Dinamis adalah program 

perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis 

berdasarkan klasifikasi keamanan. 

10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai 

kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, 

tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip 

Dinamis. 

11. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah 

pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan 

pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan 

terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan 

perorangan. 

12. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip 

yang memiliki informasi yang apabila diketahuioleh pihak 

yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan/atau keselamatan bangsa. 

13. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang 

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan 

negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban 

umum. 

14. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang 

memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak 

yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya 

pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. 

15. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip 

yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh 

publik tidak merugikan siapapun. 

16. Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah 

pengelompokkan arsip dalam tingkatan tertentu 
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